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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Umum Hukum Kepailitan 

1. Pengertian kepailitan 

Kepailitan secara etimologi berasal dari kata pailit. Istilah 

pailit berasal dari kata Belanda yaitu failliet yang mempunyai arti 

ganda yaitu sebagai kata benda  dan sebagai kata sifat. Istilah  failliet 

sendiri berasal dari Perancis yaitu faillite yang berarti pemogokan atau  

kemacetan pembayaran. Sedangkan dalam bahasa Indonesia pailit 

diartikan bangkrut.Pailit  adalah suatu  keadaan  dimana  seorang 

debitor tidak membayar utang-utangnya yang telah jatuh waktu dan 

dapat ditagih. Menurut R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, pailit adalah 

keadaan seorang debitor apabila ia telah menghentikan  pembayaran  

utang-utangnya. Suatu keadaan yang menghendaki campur tangan 

Majelis Hakim guna menjamin kepentingan bersama dari para 

kreditornya.
15

  

Berdasarkan pendapat ahli yaitu Martias gelar  Iman  Radjo 

Mulano mengemukakan  pailit  sebagaimana  yang ditentukan dalam 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Pdt) yaitu seluruh harta 

dari kekayaan debitor menjadi jaminan untuk seluruh utang-utangnya. 
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Rineka Cipta. Hal. 18. 
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Pailit merupakan penyitaan umum atas seluruh kekayaan debitor untuk 

kepentingan kreditor secara bersama-sama.Siti Soemarti Hartono 

mengartikan dengan lebih sederhana yaitu pailit berarti mogok 

melakukan pembayaran.Kartono mengartikan  kepailitan sebagai  

suatu  sitaan  umum  dan eksekusi atasseluruh kekayaan debitor untuk 

kepentingan semua kreditornya. Sedangkan pengertian kepailitan 

berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 

Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang (PKPU), adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit 

yang pengurusan dan/atau pemberesannya dilakukan oleh  Kurator di 

bawah pengawasan Hakim Pengawas.
16

 

Berdasarkan  definisi  atau  pengertian  yang  diberikan  para  

sarjana di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kepailitan 

merupakan suatu keadaan dimana seorang debitor berhenti membayar 

utang-utangnya kepada  kreditor. Debitor itu dapat dinyatakan pailit 

oleh pengadilan niaga atas permohonan pernyataan pailit yang  

diajukan  oleh debitor itu sendiri atau kreditor.
17

 Pengertian kepailitan 

menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 

2004 (selanjutnya disebut UU PKPU) adalah sita umum atas semua 

kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya 

dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas 

sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.  Terhadap putusan atas 

                                                 
16

 Siti  Soemarti Hartono. 1981.  Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan 

Pembayaran.Yogyakarta. Seksi Hukum Dagang  FH UGM. Hal 79 
17

 Kartono, 1974, Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran.Jakarta.Pradnya Paramita. Hal 20 
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permohonan pernyataan pailit tersebut, pengadilan niaga dapat 

menunjuk Kurator untuk melakukan pengurusan dan/atau  pemberesan  

terhadap  harta  debitor  pailit. Kurator  kemudian  membagikan harta 

debitor  pailit  kepada  para  kreditor  sesuai dengan piutangnya 

masing-masing. Istilah  pailit  berbeda  dengan  istilah  penundaan  

kewajiban pembayaran  utang (PKPU). PKPU  adalah suatu keadaan  

dimana  seorang debitor  tidak  dapat  atau memperkirakan  tidak  akan  

dapat  melanjutkan membayar  utang-utangnya  yang sudah  jatuh  

waktu  dan  dapat  ditagih. Pengertian Kepailitan menurut Pasal 1 ayat 

1 undang-undang Kepailitan 2004 sebagai berikut:   

 ”Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan 

Debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh 

Kurator di bawa pengawasan  hakim pengawas sebagaimana diatur 

dalam Undang-undang ini.”  

2. Asas-asas dalam Kepailitan 

Lembaga kepailitan merupakan lembaga hukum yang 

mempunyai fungsi penting, sebagai realisasi dari dua pasal penting 

dalam KUH Perdata yakni Pasal 1131 dan 1132 mengenai tanggung 

jawab debitur terhadap utang-utangnya. Dalam kedua pasal ini 

memberikan jaminan kepastian kepada kreditur bahwa kewajiban 

debitur akan tetap dipenuhi/lunas dengan jaminan dari kekayaan 

debitur baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari. 

Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata ini merupakan perwujudan adanya 

asas jaminan kepastian pembayaran atas transaksi- transaksi yang telah 

diadakan. 
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Adapun hubungan kedua pasal tersebut adalah bahwa 

kekayaan debitur (Pasal 1131 KUH Perdata) merupakan jaminan 

bersama bagi semua krediturnya (Pasal 1132 KUH Perdata) secara 

proporsional, kecuali bagi kreditur dengan hak mendahului (hak 

preferen) Jadi pada dasarnya asas yang terkandung di dalam Pasal 

1131 KUHPerdata dan Pasal 1132 KUH Perdata ini adalah bahwa 

undang-undang mengatur tentang hak menagih bagi kreditur atau 

kreditur-kreditur terhadap transaksinya dengan debitur. 

Jadi keberadaan ketentuan tentang kepailitan baik sebagai 

suatu lembaga atau sebagai upaya hukum khusus merupakan satu 

rangkaian konsep yang taat asas sesuai dengan ketentuan sebagaimana 

diatur dalam Pasal 1132 KUH Perdata. Sistem pengaturan yang taat 

asas inilah yang mempunyai nilai utama dalam rangka memberikan 

kepastian hukum. 

Dari situlah kemudian timbul lembaga kepailitan yang 

berusaha untuk mengadakan tata yang adil mengenai pembayaran 

utang terhadap semua kreditur dengan cara seperti yang diperintahkan 

oleh Pasal 1132 KUH Perdata. Jadi Pasal 1131 KUH Perdata 

merupakan dasar hukum dari kepailitan. Dalam peraturan perundangan 

yang lama yakni dalam Faillisement Verordening maupun UU No.4 

Tahun 1998 tentang Kepailitan tidak diatur secara khusus, namun pada 

UU No. 37 Tahun 2004 yaitu tentang Undang-Undang tentang 

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam 
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penjelasannya menyebutkan bahwa keberadaan Undang-Undang ini 

berdasarkan pada sejumlah asas-asas kepailitan yakni:
18

 

a. Asas Keseimbangan 

Undang-Undang ini mengatur beberapa ketentuan yang 

merupakan perwujudan dari keseimbangan, yaitu disatu pihak 

terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan 

pranata dan lembaga kepailitan oleh debitur yang tidak jujur, di lain 

pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya 

penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oeh kreditur yang 

tidak beritikad baik. 

b. Asas Kelangsungan Usaha 

Dalam Undang-Undang ini, terdapat ketentuan yang 

memungkinkan perusahaan debitur yang prospektif tetap 

dilangsungkan. 

c. Asas Keadilan 

Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian 

bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa 

keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini 

untuk mencegah terjadinya kesewenangwenangan pihak penagih 

yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing 

terhadap debitur, dengan tidak mempedulikan kreditur lainnya. 
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d. Asas Integrasi 

Asas integrasi dalam Undang-Undang ini mengandung 

pengertian bahwa sisitem hukum materilnya merupakan suatu 

kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara 

perdata nasional. 

3. Syarat-syarat Mengajukan kepailitan 

Pengaturan mengenai kepailitan di Indonesia telah ada sejak 

berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van 

Koophandel) Buku III tentang Ketidakmampuan Pedagang yang hanya 

berlaku bagi pedagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Perdata (Reglement op de Rechtsvordering Staatblads 1847-52 jo. 

1849-63) Buku III Bab VII tentang Keadaan Nyata-Nyata Tidak 

Mampu yang berlaku bagi orang-orang bukan pedagang. Dua aturan 

kepailitan tersebut kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-

Undang tentang Kepailitan (Faillissements Verordening Staatblads 

1905 Nomor 217 jo. Staatblads 1906 Nomor 348) yang berlaku bagi 

semua orang, baik pedagang maupun bukan pedagang, baik 

perseorangan maupun badan hukum.
19

 

Krisis moneter yang terjadi di Indonesia pada pertengahan 

Tahun 1997 telah memberikan dampak yang tidak menguntungkan 

terhadap perekonomian nasional sehingga menimbulkan kesulitan 

besar terhadap dunia usaha dalam menyelesaikan utang-piutang untuk 
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meneruskan kegiatannya. Faillissements Verordening yang masih 

berlaku pada saat itu sebagian besar materinya sudah tidak sesuai lagi 

dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga 

perlu dilakukan penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan di 

dalamnya. Pada tanggal 22 April 1998 dibentuklah Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1998 

untuk menggantikan berlakunya Faillissements Verordening. Perpu 

tersebut kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 1998, namun perubahan tersebut belum juga memenuhi 

perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga dibentuk 

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU PKPU-PKPU). UU 

PKPU-PKPU ini mempunyai cakupan lebih luas baik dari segi norma, 

ruang lingkup materi, maupun proses penyelesaian utang-piutang.
20

 

 Cakupan yang lebih luas tersebut diperlukan karena adanya 

perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sedangkan 

ketentuan yang selama ini berlaku belum memadai sebagai sarana 

hukum untuk menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, 

terbuka dan efektif. Beberapa pokok materi baru yang diatur dalam 

UU PKPU- PKPU ini antara lain diatur secara tegas mengenai batasan 

dalam pengertian utang dan pengertian jatuh waktu, mengenai syarat-

syarat dan prosedur permohonan pernyataan pailit dan permohonan 
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PKPU termasuk pemberian jangka waktu secara pasti bagi 

pengambilan putusan atas permohonan pernyataan pailit dan PKPU, 

oleh karena itu undang-undang ini masih berlaku sampai sekarang 

karena sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat. 

4. Para Pihak Yang Dalam Proses kepailitan 

Menurut UUK, ada beberapa pihak yang terlibat dalam proses 

kepailitan, yaitu pemohon pailit, debitor pailit, Hakim Pengadilan 

Niaga (Hakim Pemutus), Hakim Pengawas, Kreditor dan/Panitia 

Kreditor dan Kurator. 

a. Pihak Pemohon Pailit 

Salah satu pihak yang terlibat dalam perkara kepailitan adalah 

pihak pemohon pailit yaitu pihak yang mengambil inisiatif untuk 

mengajukan permohonan pailit ke pengadilan, dalam perkara biasa 

disebut sebagai pihak penggugat. Menurut Pasal 2 Undang-Undang 

Nomor 37 Tahun 2004, yang dapat menjadi pemohon dalam suatu 

perkara pailit adalah salah satu dari pihak berikut ini:
21

 

1) Pihak debitor itu sendiri 

2) Salah satu atau lebih dari pihak kreditor 

3) Pihak kejaksaan jika menyangkut dengan kepentingan umum 

4) Pihak Bank Indonesia (sekarang OJK [Otoritas Jasa Keuangan] 

Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011) jika 

debitornya adalah suatu bank. 
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5) Pihak Badan Pengawas Pasar Modal (sekarang OJK 

Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011) jika 

debitornya adalah suatu perusaahan efek. 

6) Menteri keuangan (sekarang OJK Berdasarkan Undang-Undang 

No. 21 Tahun 2011) jika debitornya yang bergerak di bidang 

kepentingan publik. Misalnya : Perusahaan Asuransi, 

Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun. 

7) Menteri keuangan jika debitornya Badan Usaha Milik Negara 

yang modalnya tidak terbagi atas saham. 

b. Pihak Debitor Pailit 

Pihak debitor pailit adalah pihak yang memohon atau 

dimohonkan pailit ke pengadilan yang berwenang. Yang dapat 

menjadi debitor pailit adalah debitor yang mempunyai dua atau 

lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah 

jatuh tempo dan dapat ditagih. 

c. Hakim Niaga 

Perkara kepailitan diperiksa oleh Hakim Majelis (tidak 

boleh Hakim tunggal) baik untuk tingkat pertama maupun untuk 

tingkat kasasi. Hanya untuk perkara perniagaan lainnya yakni yang 

bukan perkara kepailitan untuk tingkat Pengadilan petama yang 

boleh diperiksa oleh Hakim tunggal dengan penetapan Mahkamah 

Agung (Pasal 302 UndangUndang Kepailitan). Hakim Majelis 

tersebut merupakan Hakim-Hakim pada Pengadilan Niaga, yakni 
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Hakim-hakim Pengadilan Negeri yang telah diangkat menjadi 

Hakim Pengadilan Niaga berdasarkan keputusan Mahkamah Agung. 

Di samping itu, terdapat juga hakim Ad Hoc yang diangkat dari 

kalangan para ahli dengan Keputusan Presiden atas usul Ketua 

Mahkamah Agung.
22

 

d. Hakim Pengawas 

Dalam pengawasan pelaksanaan pemberesan harta pailit, 

dalam keputusan kepailitan, oleh Pengadilan harus diangkat seorang 

Hakim Pengawas di samping pengangkatan Kurator. Di antara tugas 

dan wewenang dari Hakim Pengawas menurut Undang-Undang 

Kepailitan sebagai berikut : 

1) Menetepkan jangka waktu tentang pelaksanaan perjanjian yang 

masih berlangsung antara debitor dengan pihak kreditornya, jika 

antara pihak kreditor dengan pihak kurator tidak tercapai kata 

sepakat. (Pasal 36 Undang-Undang Kepailitan) 

2) Memberikan putusan atas permohonan kreditor atau pihak 

ketiga yang berkepentingan yang haknya ditangguhkan untuk 

mengangkat penangguhan apabila Kurator menolak permohonan 

pengangkatan penanggungan tersebut. ( Pasal 56 Undang-

Undang Kepailitan). 
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e. Panitia Kreditor 

Salah satu pihak dalam proses kepailitan adalah apa yang 

disebut Panitia Kreditor. Pada prinsipnya, suatu panitia kreditor 

adalah pihak yang mewakili pihak kreditor, sehingga panitia 

kreditor tentu akan memperjuangkan segala kepentingan hukum 

dari pihak kreditor. Ada dua macam panitia kreditor yang 

diperkenalkan oleh Undang-Undang Kepailitan, yaitu : 

1) Panitia kreditor sementara ( yang ditunjuk dalam putusan 

pernyataan pailit). 

2) Panitia kreditor (tetap) yakni yang dibentuk oleh Hakim 

Pengawas apabila dalam putusan pailit tidak diangkat panitia 

kreditor sementara. Dalam Pasal 79 Undang-Undang 

Kepailitan disebutkan dalam putusan pailit atau dengan 

penetapan kemudian, Pengadilan dapat membentuk Panitia 

Kreditor (sementara) yang terdiri atas tiga (3) orang yang 

dipilih dari Kreditor yang dikenal dengan maksud memberikan 

nasihat kepada Kurator. Yang dimaksud dengan Kreditor yang 

sudah dikenal adalah Kreditor yang sudah mendaftarkan diri 

untuk diverifikasi. Atas permintaan kreditor konkuren, dan 

berdasarkan putusan kreditor konkuren dengan suara terbanyak 

biasa (simple majority), Hakim pengawas berwenang 

menggantikan panitia kreditor sementara dengan panitia 

kreditor (tetap), atau membentuk panitia kreditor (tetap) jika 
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tidak diangkat panitia diangkat sementara. Dalam hal ini, 

Hakim pengawas wajib menawarkan kepada kreditor untuk 

membentuk suatu panitia kreditor. 

f. Kurator 

Dalam tahapan kepailitan, ada satu lembaga lagi yang sangat 

penting keberadaannya, yakni kurator. Kurator merupakan lembaga 

yang diadakan oleh undang-undang untuk melakukan pemberesan 

terhadap harta pailit. Vollmar menyatakan bhawa “De kurator is 

belas, aldus de wet, met het beheer en de vereffening van de failliete 

boedel”(kurator adalah bertugas, menurut undang-undang, 

mengurus, dan membereskan harta pailit). Dalam setiap putusan 

pailit oleh pengadilan, maka di dalamnya terdapat pengurusan dan 

pengalihan harta pailit di bawah pengawasan hakim pengawas. 

5. Akibat hukum Kepailitan 

Pernyataan pailit menimbulkan segala akibat baik bagi 

debitor, harta pailit, danperjanjian yang dilakukan sebelum dan 

sesudah pailit. Akibat pernyataan pailit bagi debitor, adalah debitor 

kehilangan hak perdata untuk mengurus harta. Pembekuan hak ini 

diberlakukan terhitung sejak saat keputusan pernyataan pailit 

diucapkan. Hal ini juga berlaku bagi suami juga istri dari debitor pailit 

yang kawin dalam persatuan harta kekayaan. Harta kekayaan debitor 

merupakan harta yang harus digunakan untuk membayar utang-utang 

debitor terhadap para kreditornyasesuai dengan isi perjanjian. Kurator 
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yang memegang hak tanggungan, hak gadai dan hak agunan atas 

kebendaan lainnya maka dapat mengeksekusinya. Akibat pailit bagi 

perjanjian yang dilakukan sebelum dan sesudah perjanjian, maka jika 

ada perjanjian timbal balik yang baru atau akan dilaksanakan maka 

debitor harus mendapat persetujuan dari kurator. Namun jika 

perjanjian timbal balik tersebut telah dilaksanakan maka debitor 

meminta kepastian kepada kurator akan kelanjutan perjanjian 

tersebut.
23

 

Sedangkan Akibat hukum bagi kreditor adalah pada 

dasarnya, kedudukan para kreditor sama (paritas creditorum) dan 

karenaya mereka mempunyai hak yang sama atas hasil eksekusi 

boedelnya pailit sesuai dengan besarnya tagihan mereka masing-

masing (pari passu pro rata parte). Namun asas tersebut dapat 

dikecualikan yakni untuk golongan kreditor yang memenang hak 

anggunan atas kebendaan dan golongan kreditro yang haknya 

didahulukan berdasarkan UU Kepailitan dan Peraturan Perundang-

Undangan lainnya. 

 1. Akibat kepailitan terhadap debitur pailit dan hartanya 

Akibat kepailitan hanyalah terhadap kekayaan debitur, 

dimana debitur tidaklah berada dibawah pengampuan. Debitur 

tidaklah kehilangan kemampuannya untuk melakukan perbuatan 

hukum menyangkut dirinya, kecuali apabila perbuatan hukum 
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tersebut menyangkut pengurusan dan pengalihan harta bendanya 

yang telah ada 

Apabila menyangkut harta benda yang akan diperolehnya, 

debitur tetap dapat melakukan perbuatan hukum menerima harta 

benda yang akan diperolehnya itu kemudian menjadi bagian dari 

harta pailitnya. Sejak tanggal putusan pernyataan pailit itu untuk 

diucapkan, debitur demi hukum kehilangan hak untuk menguasai 

dan mengurus kekayaannya yang termasuk harta pailit. 

2. Akibat hukum terhadap seluruh perikatan yang dibuat oleh debitur 

pailit 

Semua perikatan debitur yang terbit sesudah putusan 

pernyataan pailit, tidak lagi dapat membayar dari harta pailit, kecuali 

perikatan tersebut menguntungkan harta pailit.
24

 Tuntutan mengenai 

hak dan kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh 

atau kurator. Dalam hal tuntutan tersebut diajukan atau diteruskan 

oleh atau terhadap debitur pailit maka apabila tuntutan tersebut 

mengakibatkan suatu penghukuman terhadap debitur pailit, 

penghukuman tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap 

harta pailit 
25

. 

Selama berlangsungnya kepailitan, tuntutan untuk memperoleh 

pemenuhan perikatan dari harta pailit yang ditujukan terhadap 
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debitur pailit, hanya dapat diajukan dengan mendaftarkannya untuk 

dicocokkan
26

. 

3. Akibat hukum bagi kreditur 

Pada dasarnya, kedudukan para kreditur sama (paritas 

creditorum) dan karenanya mereka mempunyai hak yang sama atas 

hasil eksekusi budelnya pailit sesuai dengan besarnya tagihan 

mereka masing-masing (pari passu pro rata parte). Namun asas 

tersebut dapat dikecualikan yakni untuk golongan kreditur yang 

memenang hak anggunan atas kebendaan dan golongan kreditur 

yang haknya didahulukan berdasarkan Undang-Undang Kepailitan 

dan PKPU dan peraturan perundang-undangan lainnya. Oleh 

karenanya, kreditur dapat dikelompokkan sebagai berikut: 

Merupakan kreditur pemegang hak jaminan kebendaan, yang 

dapat bertindak sendiri yang tidak terkena akibat putusan pernyataan 

pailit debitur, sehingga hak-hak eksekusi kreditur separatis ini tetap 

dapat dijalankan seperti tidak ada kepailitan debitur. Kreditur 

separatis dapat menjual sendiri barang-barang yang menjadi 

jaminan, seolah-olah tidak ada kepailitan. Debitur mengambil hasil 

penjualan ini sebesar piutangnya, sedangkan jika ada sisanya 

disetorkan ke kas kurator. Jika hasil penjualan tersebut tidak 

mencukupi, maka kreditur separatis itu, untuk tagihan yang belum 

dibayar dapat memasukkan kekurangannya sebagai kurator bersaing. 
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Merupakan kreditur yang piutangnya mempunyai 

kedudukan istimewa dan mendapat hak untuk memperoleh 

pelunasan terlebih dahulu dari penjualan harta pailit. Kreditur ini 

berada dibawah pemegang hak tanggungan dan gadai. Hak istimewa 

adalah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada 

seorang berpiutang sehingga tingkatnya, semata-mata berdasarkan 

sifat piutangnya.
27

 

Kreditur konkuren/bersaing memiliki kedudukan yang sama 

dan berhak memperoleh hasil penjualan harta kekayaan debitur, baik 

yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari setelah 

sebelumnya dikurangi dengan kewajiban membayar piutang kepada 

para kreditur pemegang hak jaminan dan para kreditur dengan hak 

istimewa secara proporsional menurut perbandingan besarnya 

piutang masing-masing kreditur. 

4. Akibat hukum terhadap eksekusi atas harta kekayaan debitur pailit 

Menurut Pasal 31 UU Kepailitan dan PKPU, putusan 

pernyataan pailit mempunyai akibat bahwa segala putusan hakim 

menyangkut setiap bagian harta kekayaan debitur yang telah 

diadakan sebelum diputuskannya pernyataan pailit harus segera 

dihentikan dan sejak saat yang sama pula tidak satu putusan pun 

mengenai hukuman paksaan badan dapat dilaksanakan. Segala 

putusan mengenai penyitaan, baik yang sudah maupun yang belum 
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dilaksanakan, dibatalkan demi hukum, bila dianggap perlu, hakim 

pengawas dapat menegaskan hal itu dengan memerintahkan 

pencoretan. 

Jika dilihat, dalam pasal tersebut bahwa setelah ada 

pernyataan pailit, semua putusan hakim mengenai suatu bagian 

kekayaan debitur apakah penyitaan atau penjualan, menjadi terhenti. 

Semua sita jaminan maupun sita eksekutorial menjadi gugur, bahkan 

sekalipun pelaksanaan putusan hakim sudah dimulai, maka 

pelaksanaan itu harus dihentikan. Menurut Pasal 33 UU Kepailitan 

dan PKPU, apabila hari pelelangan untuk memenuhi putusan hakim 

sudah ditetapkan, kurator atas kuasa hakim pengawas dapat 

melanjutkan pelelangan barang tersebut dan hasilnya masuk dalam 

harta pailit. Sisa hasil penjualan tetap menjadi hak pemberi Hak 

Tanggungan.  Kepailitan persekutuan komanditer berarti kepailitan 

dari sekutunya, bukan dari persekutuannya. Para sekutu masing-

masing bertanggung jawab sepenuhnya terhadap perikatan-perikatan 

persekutuan komanditernya. Dalam hal persekutuan komanditer 

mengalami kepailitan, yang bertanggung jawab secara hukum adalah 

sekutu komplementer, karena sekutu komplementer merupakan 

sekutu pengurus yang bertanggung jawab atas jalannya persekutuan. 

Tanggung jawab sekutu komanditer hanya terbatas pada sejumlah 

modal yang disetorkan saja. Undang-Undang Kepailitan (UU PKPU) 

mendefinisikan kepailitan sebagai suatu sita umum atas semua 
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kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya 

dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas 

sebagaimana diatur dalam undang-undang. Undang-undang tidak 

mendefinisikan secara spesifik melainkan secara umum, sehingga 

tidak menggambarkan esensi makna kepailitan itu melainkan justru 

hanya menyebut akibat hukum kepailitan, yaitu terjadinya sita umum 

atas kekayaan debitur pailit.
28

 

5. Akibat kepailitan teradap pasangan debitur pailit 

Debitur pailit yang pada saat dinyatakan pailit sudah terikat 

dalam suatu perkawinan dan adanya persatuan harta, kepailitan juga 

dapat memberikan akibat hukum terhadap pasangannya 

(suami/istrinya). Dalam hal suami atau istri yang dinyatakan pailit, 

istri atau suaminya berhak mengambil kembali semua benda bergerak 

dan tidak bergerak yang merupakan harta bawaan dari istri atau suami 

dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan. 

Jika benda milik istri atau suami telah dijual suami/istri dan harganya 

belum dibayar atau uang hasil penjualan belum tercampur dalam harta 

pailit, maka istri atas suami berhak mengambil kembali uang hasil 

penjualan tersebut. 
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B. Tinjauan Umum tentang penundaan kewajiban pembayaran Utang 

(PKPU) 

1. Pengertian penundaan kewajiban pembayaran Utang (PKPU) 

Ketentuan mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

(PKPU) diatur dalam BAB III Pasal 222 hingga Pasal 294 Undang-

Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan 

Kewajiban dan Pembayaran Utang. Ketentuan tersebut menjelaskan 

bahwa keberadaan PKPU sebagai suatu tawaran pembayaran utang 

bagi debitor kepada kreditor baik dibayarkan sebagian atau seluruhnya 

untuk daoat menyelesaikan sengketa kepailitan. Oleh sebab itu tujuan 

PKPU berbeda dengan tujuan kepailitan. 

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tidak menyatakan 

secara jelas dan eksplisit mengenai pengertian dari PKPU, di dalam 

undang-undang tersebut hanya menjelaskan tentang pengajuan PKPU 

yang berbunyi:
29

 

a. Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat 

melanjutkan membayar utang-utangnyayang sudah jatuh waktu dan 

dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran 

utang,dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang 
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 Syamsudin Manan Sinaga, Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Restrukturisasi Utang pada 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dikutip dari Umar Haris Sanjaya, Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang dalam Hukum Kepailitan Kewenangan kantor Pelayanan Pajak 

untuk Mengeksekusi Harta Debitor setelah Terjadinya Perdamaian dalam Kerangka PKPU, 

Cetakan Pertama, Gama Media Printing, Yogyakarta, 2014, hlm. 26 
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meliputi tawaran pembayaran sebagianatau seluruh utang kepada 

Kreditor. 

b. Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat 

melanjutkan membayar utangnya yang sudahjatuh waktu dan dapat 

ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan 

kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor 

mengajukan rencana perdamaian yang meliputitawaran 

pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya. 

Menurut Kartini Mulyadi, pengertian dari PKPU adalah 

pemberian kesempatan kepada debitor untuk melakukan restrukturisasi 

utagbya baik yang meliputi pembayaran seluruh utang atau sebagain 

untangnya kepada kreditor konkuren. Apabila hal tersebut dapat 

terlaksana dengan baik, maka pada akhirnya debitor tetap dapat 

meneruskan usahanya. Fred B.G. Tumbuan berpendapat bahwa PKPU 

bukan keadaan di mana debitor tidak mampu membayar utangnya atau 

insolven. PKPU adalah wahana Juridis Ekonomis yang disediakan bagi 

debitor untuk menyelesaikan kesulitan financial agar dapat 

melanjutkan kehidupannya. 

2. Perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran Utang 

(PKPU) 

Perdamaian merupakan elemen yang paling esensial dan 

sekaligus merupakan tujuan dalam suatu penundaan kewajiban 

pembayran utang, sehungga tidak ada gunanya dilakukan penundaan 
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kewajiban pembayaran utang jika para pihak tidak sungguh-sungguh 

untuk melakukan perdamaian yang diusulkan oleh debitor dengan 

mengajukan rencana perdamaian (composition plan). Oleh karena itu, 

sesungguhnya niat awal mengajukan permohonan penundaan 

kewajiban pembayaran utang yang diajukan debitor maupun oleh 

kreditor adalah untuk memebrikan kesempatan debitor mengajukan 

perdamaian yag terjadi di dalam proses PKPU.
30

 

Proses perdamaian dalam rangka PKPU ini adalah bagian 

terpenting dari dikabulkannya permohonan PKPU krena inti dari 

PKPU itu sendiri adalah suatu massa untuk musyawarah dan 

berunding antara debitor dan kreditor.  Harapan dari perdamaian 

tersebut nantinya debitor tidak dinyatakan pailit dengan membayar 

sebagian atau seluruh utangnya kepada kreditor, sehingga tindakan 

tersebut dapat mengakhiri sengketa utang yang terjadi dengan 

dibuatnya perdamaian. Perdamaian ini dimulai dengan debitor yang 

menawarkan rencana perdamaian atau pembayaran kepada kreditor 

dengan syarat jika pembayaran tersebut dulakukan maka debitor 

dibebaskan dari sisa utangnya. Oleh karena itu, perdamaian yang 

dibuat antara debitor dan kreditor dalam rangka PKPU merupakan 

perjanjian yang memuat hak dan kewajiban, di mana masing-masing 

pihak terikat atas perjanjian tersbut dan apabila perjanjian tersebut 

dilaksanakan maka kepailitan akan berakhir. 
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3. Berakhirnya penundaan kewajiban pembayaran Utang (PKPU) 

 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dapat 

berakhir jika hal ini diminta oleh hakim pengawas atas permohonan 

pengurus atau atas permohonan satu atau lebih kreditor, di mana 

permintaan tersebut diajukan kepada Pengadilan untuk dinyatakan 

bahwa PKPU berakhir. Selain pengurus dan para kreditor, undang-

undang pun memberikan kesempatan kepada debitor untuk 

mengajukan permohonan pengakhiran PKPU.
31

 

Berakhirnya PKPU harus melalui proses pemeriksaan dari 

Pengadilan dan harus sudah diputus 10 hari sejak dimintakannya 

pengakhiran PKPU.156 Di dalam memberikan putusan pengakhiran 

PKPU, Pengadilan harus memberikan alasan-alasan yang kuat dan 

mendasar atas putusan tersebut. Seelum dimitakan ke Pengadilan 

untuk diakhirinya PKPU, debitor dan pengurus wajib didatangkan 

untuk didengar dan dimintai penjelasa sebabsebab yang dapat 

menjadikan PKPU berakhir. Hal ini dapat menjadi forum bagi debitor 

atau pengurus untuk dapat diketahui apakah debitor beritikad buruk 

atau debitor sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan PKPU. Hal-

hal yang dapat menyebabkan PKPU berakhir adalah  
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 Menurut Pasal 259 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 debitor diberikan 

kewenangan untuk mengajukan permohonansekalipun dengan alasan yang berbeda bagi hakim 

pengawas, kreditor, dan prakarsa pengadilan. Sesuai dengan Pasal 294 UndangUndang Kepailitan 

dan PKPU oleh debitor sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 259 ayat (1) tersebut di atas harus 

diajukan oleh advokat yang bertindak berdasarkan surat kuasa khusus. Sementara Pasal 259 ayat 

(2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menentukan bahwa pemanggilan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh jurusita dengan surat dinas tercatat paling lambat 7 

haru sebelum sidang pengadilan. 
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a. Debitor selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang 

bertindak dengan itikad buruk dalam melakukan pengurusan 

terhadap harta kekayaannya; 

b. Debitor telah merugikan atau telah mencoba merugikan para 

kreditornya 

c. Debitor melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada 

Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, 

yaitu debitor tanpa persetujuan pengurus tidak dapat 

melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan sebagian 

atau seluruh hartanya dan pengurus harus memastikan bahwa 

debitor tidak melakukan kegiatan yang merugikan harta debitor 

sendiri; 

d. Debitor lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan 

kepadanya oleh Pengadilan pada saat atau setelah PKPU 

diberikan atau lalai melaksanakn tindakan yang disyaratkan 

oleh pengurus demi kepentingan harta kekayaan debitor; 

e. Selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang, 

ternyata harta kekayaan debitor tidak memungkinkan untuk 

dilanjutkan PKPU; 

f. Keadaan debitor tidak dapat diharapkan kembali untuk 

memenuhi kewajibannya terhadap kreditor selama PKPU 

sesuai tepat pada waktunya. 
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Sesuai dengan ketentuan Pasal 259 ayat (1) Undang-Undang 

Kepailitan dan PKPU Debitor dapat mengajukan permohonan 

pengkahiran PKPU dengan alasan bahwa harta debitor memungkinkan 

dimulainya pembayaran kembali dengan ketentuan bahwa pengurus 

dan para kreditor harus dipanggil dan didengar sepatutnya sebelum 

putusan diucapkan. Jadi, debitor dapat mengajukan permohonan 

perngkahiran PKPU hanya apabila menurut perimbangannya keuangan 

debitor telah dalam keadaan mam[u membayar kembali utang-

utangnya kepada para kreditor yang dibuktikan dengan hasil financial 

audit. Dari ketentuan Pasal 255 ayat (6) Undang-Undang Kepailitan 

dan PKPU, apabila PKPU diakhiri berdasarkan ketentuan tersebut 

maka debitor wajib dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga dengan 

putusan yang sama dengan putusan pengakhiran PKPU. 

Dalam hal debitor telah dinayatakan pailit oleh pengadilan 

maka terhadap keputusan pailit tersebut berlaku ketentuan tentang 

kepailitan sebagaimana yang dimaksud dalam Bab I Undang-Undang 

Nomor 37 Tahun 2004 keculai Pasal 11 hingga Pasal 14 dan Bab IV 

Pasal 295 hingga Pasal 298 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 , 

yaitu tentang upaya hukum baik Kasasi maupun Peninjauan Kembali 

(PK). Hal ini berarti bahwa apabila perdamaian ditolak akan 

mengakibatkan debitor pailit dan sudah tidak ada upaya hukum lagi 

bagi debitor. 
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C.  Kompetensi dan Ruang Lingkup Pengadilan Niaga 

1. Kompetensi Relatif Pengadilan Niaga 

Kompetensi relatif merupakan kewenangan atau kekuasaan 

mengadili antar Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga sampai saat ini 

baru ada lima. Pengadilan Niaga tersebut berkedudukan sama di 

Pengadilan Negeri. Pengadilan Niaga hanya berwenang memeriksa 

dan memutus perkara pada daerah hukumnya masing-masing. Pasal 3 

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa putusan 

atas permohonan pernyataan pailit diputus oleh Pengadilan Niaga yang 

daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitor, 

apabila debitor telah meninggalkan wilayah Negara Republik 

Indonesia, maka Pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan 

atas permohonan pernyataan pailit adalah Pengadilan yang daerah 

hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir debitor. Dalam 

hal debitor adalah pesero suatu firma, Pengadilan yang daerah 

hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut juga 

berwenang memutuskan.  

Debitor yang tidak berkedudukan di wilayah negara 

Republik Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya di 

wilayah negara Republik Indonesia, Pengadilan yang berwenang 

adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan 

atau kantor pusat debitor menjalankan profesi atau usahanya di 
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wilayah negara Republik Indonesia. Dalam hal debitor merupakan 

badan hukum, tempat kedudukan hukumnya adalah sebagaimana 

dimaksud dalam anggaran dasarnya.
32

 

2. Kompetensi Absolud pengadilan Niaga 

Kompetensi absolut merupakan kewenangan memeriksa 

dan mengadili antar badan peradilan. Dalam Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur tentang badan 

peradilan beserta kewenangan yang dimiliki. Pengadilan Niaga 

merupakan pengadilan khusus yang berada di bawah pengadilan umum 

yang diberi kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan 

pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Selain 

itu, berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 

2004 dinyatakan bahwa “putusan atas permohonan pernyataan pailit 

dalam hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam undang-

undang ini,...”. Selanjutnya diatur dalam Pasal 300 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 37 Tahun 2004, Pengadilan Niaga juga berwenang 

pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang 

penetapannya dilakukan dengan undang-undang.  

Perkara lain di bidang perniagaan ini misalnya, tentang 

gugatan pembatalan paten dan gugatan penghapusan pendaftaran 

merek. Kedua hal tersebut masuk ke dalam bidang perniagaan dan 

diatur pula dalam undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 14 
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Tahun 2001 tentang Paten dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 

tentang Merek. Dengan kompetensi absolut ini maka hanya pengadilan 

niaga sebagai satu-satunya badan peradilan yang berhak memeriksa 

dan memutus perkara-perkara tersebut.
33
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